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RINGKASAN 
 

Pengaruh Kondisi Keuangan, Tingkat Pendidikan Dan Pemanfaatan 
Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di 

Kecamatan Sukun Malang 
 

Adapun tujuan dari riset ini ialah untuk dapat mengetahui kondisi keuangan, tingkat 
pendidikan serta pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan 
WP pada UMK di Kecamatan Sukun Malang secara parsial. dalam penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penentuan sampel yang akan 
digunakan ialah sample random yang mana berjumlah 61 WP pada UMKM di 
Kecamatan Sukun Malang. Dalam riset ini metode pengumpulan data dapat 
digolongkan menjadi beberapa bagian, antara lain dengan menggunakan kuesioner. 
Metode analisa data yang akan digunakan ialah menggunakan analisa regresi linier 
berganda. Pada riset ini hasil yang ditemukan ialah kondisi keuangan, tingkat 
pendidikan serta pemanfaatan teknologi dapat memberikan pengaruh yang secara 
signifikan terhadap kepatuhan WP pada UMK di Kecamatan Sukun Malang. 

 
Kata Kunci: Kepatuhan, Kondisi Keuangan Pendidikan, Teknologi Informasi, 

UMKM, Wajib Pajak  

 



  
 

 

 

BAB 1 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pajak dapat didefinisikan sebagai salah satu sistem pembayaran yang sangat 

wajib dikeluarkan warga berdasarkan undang-undang yang berlaku (Indri Astuti 

dan Amanah, 2020). Pajak dapat dijadikan sebagai salah satu hal yang paling 

terutama di sebuah negara, yang mana memiliki fungsi serta tujuan ialah untuk 

dapat memenuhi kepentingan secara global serta disamping itu juga dapat 

melaksanakan berbagai jenis kegiatan dalam ruang lingkup pemerintahan bukan 

saja dapat dinikmati oleh lapisan masyarakat. Adapun salah satu tindakan 

pemerintahan dalam memaksimalkan aktivitas tersebut ialah bersumber dari lapisan 

pemerintahan. 

salah satu mekanisme dalam penerimaan pajak ialah PPh yang mana secara 

langsung akan dilakukan pembayaran dari subjek pajak Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah, sebagaimana telah dituangkan dalam PP Tahun 2013 No 46 yang mana 

berkaitan dengan PPh yang akan dapat diterima oleh kalangan WP dengan 

mempunyai peredaran pada sisi Bruto. Mukoffi, A., & Wibisono, S. H. (2017) 

menyatakan bahwa ada faktor yang dapat menimbulkan ketidak efektifan dalam 

pengumpulan pajak ialah tax compliance. kepatuhan WP dapat diartikan sebagai 

salah satu tindakan aturan perpajakan, oleh karena itu secara langsung dapat 

melakukan sebuah tindakan sikap dalam melakukan seluruh tanggung jawab atas 

perpajakan serta secara langsung juga dapat menikmati seluruh hak atas pajak 

dengan berbagai jenis ketentuan yang ada. 



  
 

 

 

Adapun sebuah riset yang dilakukan oleh Fajrian Putra (2020) yang 

menyatakan bahwa dalam melakukan sistem penerimaan atas pajak yang berada di 

NKRI dalam kurun waktu 10 tahun dapat memiliki sebuah target yang sudah 

diputuskan. Adapun sebuah tindakan yang sama sekali tidak dipercayai atas pajak 

yang ada dapat disebabkan dalam melakukan peneriman yang sudah memiliki 

sebuah target oleh kalangan pemerintah dapat dikatakan meningkat, hal ini 

disebabkan karena tingkat kesadaran WP seharusnya patut pada sebuah ketentuan 

yang berkaitan dengan pajak. Hal tersebut akan dapat dijadikan salah satu tugas dan 

fungsi oleh pihak DJP yang mana memiliki kewajiban terhadap sistem pajak yang 

jauh lebih baik, sehingga dapat diselesaikan oleh ialah dapat terdistribusi serta dapat 

diselesaikan yang lebih spesifiknya pada situasi pandemi covid-19.  

Terdapat beberapa hal yang secara langsung dapat memberikan sebuah 

pengaruh terhadap kepatuhan WP misalnya situasi finansial, situasi finansial usaha 

mikro kecil dan menengah terhadap sahnya sebuah usaha, tingkat daya beli dapat 

dinyatakan terlalu rendah, akan tetapi terdapat sejumlah usaha mikro kecil dan 

menengah dapat bertahan. Situasi finansial usaha mikro kecil dan menengah secara 

langsung dapat memberikan sebuah tindakan pengaruh terhadap kepatuhan WP. 

Situasi finansial pada golongan usaha mikro kecil dan menengah selama dalam 

kondisi virus corona ini sehingga dapat ditemukan sejumlah usaha mikro kecil dan 

menengah mengalami penurunan dalam aspek finansial. Apabila situasi finansial 

yang dimiliki oleh lapisan UMKM maka secara langsung pula peningkatan pada 

sisi omse pun dapat dikatakan akan mengalami peningkatan (Budiman, 2018). hasil 

riset ini sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Ayunda (2015), Aryandini (2016) 



  
 

 

 

beserta Prayitni dan Jati (2016) yang menyatakan bahwa situasi finansial dapat 

memberikan sebuah pengaruh yang sangat positif terhadap kepatuhan WP. 

Budiman (2018) beserta Drucker, dkk (2019) mengatakan bahwa situasi finansial 

sama sekali tidak dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap kepatuah WP. 

Sebuah tindakan dalam membayar pajak dapat berlandaskan pada beberapa 

aspek misalnya pada sisi pendidikan seseorang terhadap kepatuahan WP. Apabila 

seseorang mempunyai tingkat pendidikan yang baik, maka secara langsung pula 

orang tersebut dapat membayar pajak dengan tepat waktu sebagaimana telah 

dituangkan dalam aturan yang ada, sedangkan apabila seseorang memiliki tingkat 

pendidikan yang jauh lebih rendah maka secara langsung pula dalam membayar 

pun tidak sesuai dengan aturan yang ada, bahkan sama sekali tidak melakukan 

pembayaran atas pajak. Erica et al (2017) mengatakan bahwa pada dasarnya tingkat 

pendidikan dapat memberikan sebuah pengaruh yang secara signifikan terhadap 

kepatuah WP, hal ini bertolak belakang dengan riset yang dilakukan oleh Ori 

Unggul (2019) yang mengatakan bahwa tingkat pendidikan sama sekali tidak dapat 

memberikan sebuah pengaruh secara langsung terhadap kepatuah WP. 

Terdapat beberapa mekanisme yang mengganjal dalam melaksanakan 

kepatuahan WP dalam membayar pajak misalnya pemahaman aturan terhadap 

membayar pajak ialah teknologi serta informasi. teknologi dapat diartikan sebagai 

salah satu sarana serta prasarana dalam menyediakan berbagai jenis informasi yang 

berkaitan dengan pembayar pajak.Tingkat pemanfaatan dalam aspek usaha dapat 

dibutuhkan salah satu mekanisme untuk dapat dipermudah pada saat melaksanakan 

kegiatan serta dapat mempercepat kegiatan dalam hal ini perpajakan. Bukan saja 



  
 

 

 

terdapat pada bisnis-bisnis yang tergolong besar, melainkan pada skala usaha yang 

menengah kebawah, dalam hal ini pihak UMKM yang membutuhkan untuk dapat 

memaksimalkan pada sisi omset. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Tahar dan 

Sandy (2017) ialah informasi serta teknologi secara langsung dapat 

memaksimalkan pada aspek kepatuahan WP terhadap usaha mikro kecil dan 

menengah. Mardi dan Ardiati (2017) menyimpulkan bahwa informasi serta 

teknologi dapat dikatakan sebagai salah satu hal yang mengganjal sehingga 

minimnya pada sisi kepatuah WP pada lapisan usaha mikro kecil dan menengah. 

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hal ini yang menjadi faktor yang rendahnya 

pada sebuah pengalaman, pengetahuan serta keahlian atau kemampuan yang 

dimiliki oleh seseorang, sehingga hal tersebut terjadi karena informasi serta 

teknologi saat ini dapat dikatakan telah berkembang serta lapisan usaha mikro kecil 

dan menengah go public telah ditetapkan. 

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang yang ada, sehingga dalam 

riset peneliti tertarik untuk dapat melakukan sebuah riset dengan topik ‘Pengaruh 

Kondisi Keuangan, Tingkat Pendidikan, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 

2.1 Rumusan Masalah  

 Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang yang ada, sehingga dalam riset 

rumusan masalah yang akan diangkat dalam riset ini ialah : 

1. Apakah Kondisi Keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di 

UMKM Kecamatan Sukun? 

2. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di 



  
 

 

 

UMKM Kecamatan Sukun? 

3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak di UMKM Kecamatan Sukun? 

3.1 Tujuan Penelitian 

 Sebagaimana telah dibahas pada rumusan masalah yang ada, sehingga dalam riset 

tujuan penelitian yang akan diangkat dalam riset ini ialah : 

1. Untuk mengetahui apakah kondisi keuangan berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak di UMKM Kecamatan Sukun. 

2. Untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak di UMKM Kecamatan Sukun. 

3. Untuk mengetahui apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak di UMKM Kecamatan Sukun. 

4.1 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

1. Manfaat teoritis  

Hasil dari riset ini akan selalu diharapkan sebagai salah satu kajian teoritis 

sebagai salah satu bukti terhadap sistem perkembangan pemahaman. Dalam 

riset ini juga akan selalu diharapkan untuk dijadikan sebuah kontribusi 

terhadap sistem perpajakan untuk kemajuan pengetahuan, sehingga dapat 

memberikan informasi dalam meluruskan kajian yang berlandaskan pada 

perpajakan. 

 

2. Manfaat Akademis  



  
 

 

 

Hasil dari riset ini akan selalu diharapkan sebagai salah satu referensi bagi 

riset-riset yang akan datang dengan topik yang serupa 

3. Manfaat Praktis  

1. Bagi Universitas Tribhuwana Tunggadewi  

Hasil dari riset ini akan selalu diharapkan sebagai salah satu mekanisme 

dalam menambah literatur dalam kajian pemahaman yang berdasarkan 

pada perpajakan 

2. Bagi Peneliti  

Hasil dari riset ini akan selalu diharapkan sebagai salah satu masukan 

pembelajaran serta dapat memperluaskan sebuah problem sehingga dapat 

menganalisa terkait dengan situasi finansial serta tingkat pendidikan 

terhadap kepatuah WP 

3. Bagi Wajib Pajak UMKM 

Hasil dari riset ini akan selalu diharapkan sebagai salah satu cara dalam 

memberikan informasi yang berkaitan dengan WP,. sehingga sehingga 

pelaku UMKM mampu untuk dapat melaksanakan kepatuah WP 

berlandaskan pada aturan yang telah tertulis  
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